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1. Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuka
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggar
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotism
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3851) sebagaimana tela
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002~ tentan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu melakukan perubahan
Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu
Anggaran 2024. 

c. bahwa berdasarkan surat usulan dan pertimbangan secara tekni
terhadap kebutuhan yang mendesak dari Satuan Kerja Perangka
Daerah Kota Makassar maka dipandang perlu dilakukan perubaha
anggaran; 

b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentan
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daera
dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daera
dan Retribusi Daerah, yang menyebabkan adanya pemutahiran
kode rekening Kalsifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pad
pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu dilakuka
perubahan anggaran. 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA MAKASSAR NOMOR 93 TAHUN 2023 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA MAKASSAR, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuanga
Daerah pada ayat (2) dan ayat (5) disebutkan bahwa pergesera
anggaran an tar obyek belanja dan/ a tau an tar rincian obyek belanj
dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentan
Penjabaran APBD dan selanjutnya dituangkan dalam rancanga
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dala
la po ran realisasi anggaran; 

TENT ANG 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN WALi KOTA MAKASSAR 
NOMOR 6 TAHUN 2024 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6897); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 
Anggaran 2024, diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 
ini. 

2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, merubah Lampiran II pada 
Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar dan 
Sekretariat Daerah Kota Makassar. 

Pasal I 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 93 TAHUN 2023 
TENTANG PENJASARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

Menetapkan 

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kata Makassar Nomor 
868/SAPENDA-01/027 /II/2024 Tanggal 02 Februari 2024 
perihal Permohonan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja 
dan/ atau an tar Rincian Obyek Belanja; 

2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor 
533.1 /Dinkes/II/2024 Tanggal 16 Februari 2024 perihal 
Permohonan Pergeseran Anggaran an tar Obyek Belanja dan/ atau 
antar Rincian Obyek Belanja; 

3. Surat Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor 910/296/ 
BU/11/2024 Tanggal 21 Februari 2024 perihal Permohonan 
Pergeseran Anggaran an tar Obyek Belanja dan/ atau antar 
Rincian Obyek Belanja; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 972); 

13. Peraturan Daerah Kata Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar 
Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Makassar Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 6); 

15. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 
94); 
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SERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 

Peraturan W ali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
kota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Makassar. 

Ditetapkan di Makassar 
.ada tanggal 
 WALI KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO

Pasal II 
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